
B U P A T I GORONTALO UTARA 

PROVINSI QORONTALO 

P E R A T U R A N B U P A T I QORONTALO UTARA 

NOMOR £? 

T E N I A N G 

RENCANA K E R J A P E R A N G 

D E N G A N RAHMAT TU?[AN YANG MAHA E S A 

TAHUN 2025 

^ T D A E R A H T A H U N 2026 

Menimbang : 

NO PENOELOU PARAF 

1 BAPPPEDA 

( 
IP 

2 KABAO HUKUM 

3 ASS II 

4 SEKDA 

5 WAKIL BUPATI 

BUPATI DITANDA 
TANGANI 

Mengingat : 1. 

2. 

3. 

B U P A T I QORONTALO UTARA, 

bahwa u n t u k melakjsanakan ketentuan Pasa l 142 ayat (1) 
Pe ra turan Menteri Oa lam Negeri Nomor 86 T a h u n 2017 
tentang T a t a C a r a Pdrencanaan, Pengendalian dan E v a l u a s i 
Pembangunan Daerah , T a t a C a r a E v a l u a s i Rancangan 
Pera turan Daerah Tdntang Rencana Pembangunan J a n g k a 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan J a n g k a 
Menengah Daerah , Ser ta Ta ta C a r a Perubahan Rencana 
Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah , Rencana 
Pembangunan Jangtka Menengah Daerah, dan Rencana 
Ker ja Pemerintah E]>aerah, per lu menetapkan Pera turan 
B u p a t i tentang Repcana Ker ja Perangkat Daerah T a h u n 
2026 . 

Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa r Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1945; 
Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2007 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Gorontalo U ta ra di Provinsi 
Gorontalo (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2007 Nomor 13, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 46S7) ; 
Undang-Undang Njomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemer intahan Daera l i (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Womor 5587) sebagaimana telah d iubah 
beberapa ka l i , t e rakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
T a h u n 2023 tentajig Penetapan Pera turan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2022 tentang 
C ip ta Ker ja menjadji Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 4 1 , T a m b a h a n 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6856) ; 

I 
BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR [l TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang: 

NO PENGELOLA PARAF 

V 
I BAPPPEDA 

( 

2 KABAG HUKUM � 
V 

.- 
3 ASS II d 
4 SEKDA �t 
5 WAKIL BUPATT £ -- UNY 

BUPATT DITANDA 
TANGANI 

Mengingat 1. 

2. 

3. 

BUPATI GOROrTALO UTARA, 

bahwa untuk melak�anakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah �1aerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 
2026. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi 
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4687); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

I 
BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR [% TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang: 

NO PENGELOLA PARAF 

.I 

l BAPPPEDA ( 
2 KABAG HUKUM I 

" .- 
3 ASS I t 
4 SEKDA k 
5 WAKIL BUPATT £ --- U'NTUK 

BUPATT DITANDA 
TANGANI 

Mengingat 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (l) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 
2026. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. 

3. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi 
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4687); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 



4. Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 86 T a h u n 2017 
tentang T a t a ca ra Perencanaan, Pengendalian dan E v a l u a s i 
Pembangunan Daeijah, T a t a ca ra E v a l u a s i Rancangan 
Pera turan Daerah Reneana Pembangunan J a n g k a Menengah 
Daerah , serta T a t a ciara Perubahan Rencana Pembangunan 
J a n g k a Panjang D a 
Mengengah Daerah, 

srah, Rencana Pembangunan J a n g k a 
dan Rencana Ker ja Pemerintah Daerah 

(Ber i ta Negara T a h u n 2017 Nomor 1312); 

M E M U T D S K A N 

Menetapkan : P E R A T U R A N BUPAT^I TENTANG 
P E R A N G K A T D A E R A H TAHUN 2026. 

B A B I 
K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

RENCANA K E R J A 

6. 
7. 

8 . 
9. 

D a l a m Pera turan B u p a t i in i yang d imaksud dengan: 
1. Reneana Ker ja yanj? se lanjutnya disebut Renja ada lah 

dokumen perencanajm t a h u n a n yang d i s u s u n berdasarkan 
Rens t ra Perangkat Daerah. 

2. Rencana Ker ja Perangkat Daerah yang se lan jutnya disebut 
Renja Perangkat Daerah ada lah dokumen perencanaan 
daerah u n t u k periode 1 (satu) s a tu t ahun . 

3 . Rencana Strategis Perangkat Daerah yang se lan jutnya 
disebut Rens t ra Perangkat Daerah ada lah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah u n t u k periode 3 (tiga) 
t a h u n . 

4. Rencana Ker ja Pemerintah Daerah T a h u n 2026 yang 
se lanjutnya disebut R K P D ada lah dokumen perencanaan 
pemerintah daerah u n t u k periode 1 (satu) t ahun . 

5. Rencana Ker ja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 
se lan jutnya disingkat R K A PD ada lah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi r encana 
pendapatan, r encana belanja program dan kegiatan 

rta r encana pembiayaan sebagai dasar Perangkat Daerah set 
penyusunan A P B D . 

Daerah ada lah KabujDaten Gorontalo U ta ra . 
sebagai u n s u r 

yang memimpin 
yang menjadi 

Pemerintah Daerah adalah Bupa t i 
penyelenggara Pemer intahan Daerah 
pe laksanaan u r u s a n pemer intahan 
kewenangan daerah jjtonom. 
B u p a t i ada lah Bupa t i Gorontalo U ta ra . 
Perangkat Daerah ada lah u n s u r pembantu Bupa t i dan 
D P R D dalam penyelenggaraan U r u s a n Pemer intahan yang 
menjadi kewenangan Daerah . 

Kept 
BAPPI 

ila 4t'ag 
Hftkum 

Asisten 
S E K D A 

—t 

4. Peraturan Menteri Dalarn Ncgcri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Dacrah, Tata cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Serita Negara Tahun 2017 Nomor 1312); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATT TENTANG RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah 

dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan 
Renstra Perangkat Daerah. 

2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periodc 1 (satu) satu tahun. 

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) 
tahun. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang 
selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan 
pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen 
pcrencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

6. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

8. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. 
9. Pcrangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

4. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Darah, Rencana Pembangunan Jangka 
Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN 

BUPA�I 

TENTANG 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

RENCANA KERJA 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah 

dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan 
Renstra Perangkat Daerah. 

2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja Perangkat D'lterah adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode I (satu) satu tahun. 

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) 
tahun. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang 
selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan 
pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APED. 

6. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah btonom. 

8. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. 
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 



B A B I I 
RENCANA K E R J A PE;RANGKAT D A E R A H 

Pas i i l 2 

(1) Renja Perangkat Daerah T a h u n 2026 merupakan 
penjaharan dar i R K P D T a h u n 2026 dan berpedoman pada 
Rens t ra Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan 
la innya , sebagai perencanaan program yang d i s u s u n 
dengan mempert imbangkan m a s u k a n dan asp i ras i dar i 
pe laksanaan forum Perangkat Daerah dan m u s y a w a r a h 
perencanaan pembangunan Daerah . 

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) terdir i dar i : 
a. Renja Sekreteiriat Daerah ; 
b. Renja Sekretariht Dewan Perwaki lan Rakya t Daerah ; 
c. Ren ja Inspektorat Daerah ; 
d. Renja D inas Pendid ikan; 
e. Ren ja D inas Ke^)emudaan dan Olahraga; 
f. Ren ja D inas Ke^iehatan; 
g. Ren ja D inas Peker jaan U m u m dan Penataan Ruang ; 
h . Renja D inas P e rumahan Rakyat , K a w a s a n 

Pe rmuk iman dan Per tanahan; 
Renja S a t u a n Pblisi Pamong Pra ja dan Kebakaran ; 
Renja D inas Sosia l ; 
Renja D inas Transmigras i dan Tenaga Ker ja ; 

1. 

j -
k . 
1. Renja D inas Pmgenda l ian Penduduk dan Ke luarga 

Berencana ; 

m. Renja D inas Pemberdayaan Perempuan dan 
Per l indungan Anak ; 

n . Renja D inas Ke tahanan Pangan; 
o. Renja D inas Ke lau tan dan Per ikanan; 
p. Renja D inas L ingkungan Hidup; 
q. Renja D inas Kependudukan dan Pencatatan Sip i l ; 
r. Renja D inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; 
s. Renja D inas Perhubungan; 
t. Renja D inas Ko jnun ikas i dan Informat ika; 
u . Renja D inas Peildagangan, Per industr ian dan 

Koperasi , Usahsi Kec i l dan Menengah; 

V. Renja D inas Penanaman Modal dan 
Pe layanan Terphdu S a t u P in tu ; 

w. Renja D inas Pai|iwisata dan Kebudayaan; 
X . Renja D inas Ke^rs ipan dan Perpustakaan ; 
y . Renja D inas T a n a m a n Pangan, Ho l t iku l tura dan 

Perkebunan; 
z. D inas Petemak^in dan Kesehatan Hewan; 
aa. Renja B a d a n Peinariggulangan B e n c a n a Daerah ; 
bb. Renja Badan Perencanaan Penel it ian dan 

Ke l a l a Kfebag 
H i k u m 

Asisten W ^ i l 
BuAati 

S E ^ A 

BAB II 
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan 
penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada 
Renstra Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan 
lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun 
dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari 
pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan musyawarah 
perencanaan pembangunan Daerah. 
Renja Perangkat Dalrah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) terdiri dari: 
a. Renja Sekretariat Daerah; 
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
c. Renja Inspektorat Daerah; 
d. Renja Dinas Pendidikan; 
e. Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 
f. Renja Dinas Kesehatan; 

(2) 

g. 
h. 

I. 

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 
Permukiman d�n Pertanahan; 
Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran; 

j. Renja Dinas Sosial; 
k. Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 
I. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 
m. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 
n. Renja Dinas Ketahanan Pangan; 
o. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan; 
p. Renja Dinas Lingkungan Hidup; 
q. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
r. Renja Dinas Peraberdayaan Masyarakat dan Desa; 
s. Renja Dinas Perhubungan; 
t. Renja Dinas Komunikasi dan lnformatika; 
u. Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan 

Koperasi, Usahe Kecil dan Menengah; 
v. 

w. 
x. 
y. 

z. 
aa. 

Renja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 
Renja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan 
Perkebunan; 
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

bb. Renja Badan Perencanaan Penelitian dan 

BAB II 
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

( 1) 

(2) 

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan 
penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada 
Renstra Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan 
lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun 
dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari 
pelaksanaan forum I Perangkat Daerah dan musyawarah 
perencanaan pembangunan Daerah. 
Renja Perangkat Da1rah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) terdiri dari: 
a. Renja Sekretariat Daerah; 
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
c. Renja Inspektorat Daerah; 
d. Renja Dinas Pendidikan; 
e. Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 
f. Renja Dinas Kesehatan; 
g. 
h. 

I. 

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan; 
Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran; 

r. 

t. 

V. 

0. 

y. 

w. 
x. 

u. 

s. 

p. 

m. 

q. 

n. 

j. Renja Dinas Sosial; 
k. Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 
I. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 
Renja Dinas Ketahanan Pangan; 
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan; 
Renja Dinas Lingkungan Hidup; 
Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
Renja Dinas Peraberdayaan Masyarakat dan Desa; 
Renja Dinas Perhubungan; 
Renja Dinas Komunikasi dan lnformatika; 
Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

Renja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 
Renja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan 
Perkebunan; 

z. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 
aa. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
bb. Renja Badan Perencanaan Penelitian dan 



(3) 

Pengembangan; 

cc. Renja B a d a n Keuangan; 
cc. Renja B a d a n K^pegawaian, Pendid ikan dan Pelat ihan; 
dd. Renja B a d a n Ke sa tuan Bangsa dan 

Politik; 
ee. Renja Keeamat^j i Atinggola; 
ff. Renja Keeamatsn Gen tuma Raya ; 
gg. Renja Keeamatan Tomilito; 
h h . Renja Keeamatan Kwandang; 
i i . Ren ja Keeamatan Ponelo Kepu lauan 
j j . Renja Keeamatan Anggrek; 
k k . Renja Keeamatan Monano; 
11. Renja Kecamatdn S u m a l a t a T imur ; 
mm. Renja Keeamatan Suma la ta ; 
n n . Renja Keeamatan B i a u ; 
oo. Renja Keeamatan Tolinggula; 
Renja Perangkat Daerah T a h u n 2026 menjadi pedoman 
Perangkat Daerah daJam m e n y u s u n R K A PD. 

Pas i i l 3 

(1) Perangkat Daerah membuat laporan k iner ja seeara berka la 
atas pe laksanaan RI^A. PD. 

(2) Laporan k iner ja sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
d i sampa ikan kepada B u p a t i dan t embusannya kepada: 
a. Sekretar is Daera l i ; 
b. Inspektur Daerah ; 
e. Kepa la Bada j i Perencanaan Penel it ian dan 

Pengembangan; dj an 
d. Kepa la B a d a n Keuangan. 

(3) Laporan k iner ja sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
menjadi bahan mas u k a n dan bahan pert imbangan u n t u k 
penyusunan perenegnaan t ahun ber ikutnya . 

B A E ; 111 
S I S T E M A T I K A R E N C A I N I A K E R J A P E R A N G K A T 

D A E l ^ H 

Pasa l 4 

(1) Renja Perangkat E 

(2) 

aerah T a h u n 2026 d i s u s u n da lam 
dokumen dengan si^tematika: 
B A B l : PENDAHljJLUAN 
B A B 11 : H A S I L E V A L U A S I R E N J A P E R A N G K A T 

D A E R A H TAHUN L A L U 
B A B 111 : T U J U A N IDAN SASARAN P E R A N G K A T D A E R A H 
B A B IV : RENCANA K E R J A DAN PENDANAAN 

P E R A N G K A T D A E R A H 
B A B V : P E N U T U F 
Dokumen Ren ja Perangkat Daerah T a h u n 2f026 

Kepala 
B A P E E D A 

bag 
a i m 

Asisten S E K D A 
w J c i l 
Bufcati 

• 

Pengembangan; 
cc. Renja Badan Keuangan; 
cc, Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 
dd. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik; 
ee. Renja Kecamatan Atinggola; 
ff. Renja Kecamatan Gentuma Raya; 
gg. Renja Kecamatan Tomilito; 
hh. Renja Kecamatan Kwandang; 
ii. Renja Kecamatan Panela Kepulauan 
.ll- Renja Kecamatan Anggrek; 
kk. Renja Kecamatan Monano; 
11. Renja Kecamatan Sumalata Timur; 
mm. Renja Kecamatan Sumalata; 
nn. Renja Kecamatan Biau; 
oo. Renja Kecamatan Tolinggula; 

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman 
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD. 

Pasal 3 

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja secara berkala 
atas pelaksanaan RKA PD. 

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada: 
a. Sekretaris Daerah; 
b. Inspektur Daerah; 
c. Kepala Sadan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan;dan 
d. Kepala Sadan Keuangan. 

(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk 
penyusunan perencanaan tahun berikutnya. 

BAB III 
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT 

DAERAH 

Pasal 4 

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dalam 
dokumen dengan sistematika: 
BAB I PENDAHULUAN 
BAB II H.ASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN LALU 
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKAT DAERAH 

BAB Ill 
BAB IV 

BAB V PENUTUP 
(2) Dokumen Renja Perangkat 

r__,_ __;_._..Tr.f, 
Tahun 

r. 

Pengembangan; 
cc. Renja Badan Keuangan; 
cc. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 
dd. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik; 
ee. Renja Kecamatan Atinggola; 
ff. Renja Kecamatan Gentuma Raya; 
gg. Renja Kecamatan Tomilito; 
hh. Renja Kecamatan Kwandang; 
ii. Renja Kecamatan Ponelo Kepulauan 
jj. Renja Kecamatan Anggrek; 
kk. Renja Kecamatan Monano; 
II. Renja Kecamatan Sumalata Timur; 
mm. Renja Kecamatan Sumalata; 
nn. Renja Kecamatan Biau; 
oo. Renja Kecamatan Tolinggula; 

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman 
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD. 

Pasal 3 

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja secara berkala 
atas pelaksanaan RKA PD. 

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada: 
a. Sekretaris Daerah; 
b. Inspektur Daerah; 
c. Kepala Sadan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan;dan 
d. Kepala Sadan Keuangan. 

(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk 
penyusunan perencanaan tahun berikutnya. 

BAB III 
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT 

DAERAH 

Pasal 4 

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dalam 
dokumen dengan sistematika: 
BAB I PENDAHULUAN 
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN LALU 
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BAB Ill 

BAB IV 

BABV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKAT DAERAH 
PENUTUP 

(2) Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 



sebagaimana d imaksud pada ayat (1), tereantum da lam 
Lamp i ran yang merupakan bagian t idak te rp isahkan dar i 
Pera turan Bupa t i in i . 

B A B IV 
KETENTUA-N P E N U T U P 

Pasa l 5 

Pe ra turan Bupa t i in i m u l a i be r laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang menge 
Pera turan Bupa t i in i den 
Kabupaten Gorontalo U ta ra 

tahu inya , memer in tahkan pengundangan 
igan penempatannya da lam Ber i t a Daerah 

Di te tapkan di Kwandang » 
Pa(|la tanggal 5^ September 2025 f 

BUJ^ATI GORONTALO UTARA, 4-

Diundangkan di Kwandang pada 
tanggal g September 2025 

THARIQ M O D A N ^ U 

U P A T E N GORONTALO UTARA, 

S U L E M A N LiJ«JRO,SH.MM 
B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N G O R O N FALO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 

Kep 
B A P B 

a la 
E D A 

Kkbag 
H i l kum 

Asisten 
II 

S E K D A 
B u p a t i 

'A 

i ' 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini de gan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Gorontalo U ara. 

Di etapkan di Kwandang 5/ Pada tanggal 33 September 2025 
BUPATI GORONTALO UTARA, 

THARlQ MODAN U 

Diundangkan di Kwandang pada 
tanggal September 2025 
SEKRET, DAERAH KA 'UPATEN GORONTALO UTARA, 

SULE AN L RO,SH.MM 
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 

i ' 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
KETENTUA.N PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Gorontalo Utara. 

Ditetapkan di Kwandang 5/ Pada tanggal 94 September 2025 
BUPATI GORONTALO UTARA, 

u 

Diundangkan di Kwandang pada 
tanggal September 2025 
SEKRET DAERAH KA UPATEN GORONTALO UTARA, 

SULE AN L RO,SH.MM 
SERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 


